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ABSTRACT 

BY 

IVAN SA.HAT RAJALI 
NPM : 128400272 

MAJOR: CIVIL LAW 

As the legal relationship, labor relations has a potential conflict. ~Many causes of the 
conflict. Different interests and objectives of the classic one of the factors triggering 
conflict is the Termination of Employment (PHK). Therefore, the mechanisms and 
procedures for termination of employment has been arranged in such a way that 
workers / laborers who are retrenched still get adequate protection and obtain 
normative rights in accordance with the provisions. Issues to be discussed are What 
Effects Emplo:pnent Termination (PHK) At the Company in the verdict number 631 
Pdt.Sus-PHJ12016/PNMdn and are Basics ofLaw Judge Decision so Birth Working 
Relationships in Medan Industrial Relations Court in its verdict number 63/Pdt.Sus­
PHl/2016/PNMdn lo discuss this problem, do research using library research 
method is conducting research on various sources of written passage and field 
research method, that the author directly conduct a sludy into the Medan District 
Court to take a decision number 63/Pdt.Sus-PHP20J6lPNMdn is the case of 
Employment Dispute case related to the title of th;.<; essay then analyzed qualitatively 
in order to obtain a clear picture of the subject matter. With the qualitative analysis 
of data obtained from respondents or information produces descriptive data ana{vsis 
so researched and studied as a whole. T'l1e results of research and discussion that is 
based on the Articles of the Constitution number 13of2003 and Constitution number 
2 of 200-4 on the settlement of the Industrial Dispute, and other regulations are 
concerned that has arisen from the appropriate law decided by judges declared 
employment relationship between the Plaint!ff. by the Defendant had been severed 
l?fier the verdict H'as re(f(f, and punish the Plaint[jfto pay the rights of the Defendant 
and based on the problem to two that the judge weigh in this case has been done but 
was not successful mediation, then by proving either evidence Plaint!IJ and Defendant 
evidence along with the testimony of witnesses, and that the trial Defendants proven 
Lo have violated Article 9 in the company regulations by refusing to mutation in 
accc1rdance wiflz Article 161 paragraph (1), (2),(3) and Defendants entitled to receive 
severance pay in accordance with the provision of Article 156 paragraph (2), (3) and 
(4), Constitution Number 13 of 2003. 

Keywords: Termination ofEmployment at the Company 
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ABSTRAK 

OLEH 

JV AN SAHA T RAJALI 
NPM :128400272 

BID ANG : HOKUM KEPERDAT AAN 

Sebagai hubtmgan· hukum, hubungan kerja memiliki potensi konflik. Banyak 
faktor penyebab te1jadinya konflik. Perbedaa.t1 kepentingan dan tujuan salah satu 
faktor klasik pemicu timbulnya konflik adalah Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur PHK telah diatur sedemikian 
rnpa, agar pekerja/bumh yang di PHK tetap mendapatkan perlindtmgan yang 
layak dan memperoleh hak-hak normatifuya sesuai dengan ketentuan. 
Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Akibat Hukum Pemutusan 
Hubm1gan Kerja (PHK) Pada Pemsahaan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus­
PHV2016/PN.Mdn dan Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya 
Putusan Pada Peradilan Hubungan Industrial Medan No. 63/Pdt.Sus­
PHV2016/PN.Mdn. Untuk membahas permasalahan ini maka dilakukan penelitian 
dengan menggunakan metode penelitian Kepustakaan (library research), yaitu 
dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penulis Jangsung melakukan studi ke 
Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No.63/Pdt.Sus­
PHV2016/PN.Mdn yaitu kasus perkara Perselisihan Hubungan Kerja yang berhubungan 
dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka 
data yang diproleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif 
analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian 
dan pembahasan bal1wa berlandaskan Pasal-pasal dari Undang -undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan lain yang 
bersangk'utan bah-.va telah timbul akibat hukmn yang diputus oleh hakim 
menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir 
setela.11 putusan dibacakan, dan menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak 
Tergugat serta berdasarkan permasalahan kedua bahwa hakim menimbang dalam 
perkara ini telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, kemudian berdasarkan 
pembuktian .baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat beserta keterangan 
saksi-saksi dalam persidangan, Tergugat terbukti telah melanggar pasal 9 dalam 
peraturan pernsalmn dengan menolak mutasi sesuai Pasal 161 ayat (1),(2),(3) dan 
Tergugat berhak memperoleh uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 
ayat (2), (3) dan (4), UU No. 13 Tahun 2003 . 

v ....... 17·1,...,.,;. P0 m"tuS"" Huhw"g"'1 Ker; ... (PHK\ nad" P 0 rusai..a ... n .l'\.._U\.U .l."11..._\. il\.I! . VU Ul U..ll. l.I L UJ._ .l ljU- ) J. (. U \.I Ht W. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Di era gelobalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang 

membawa dampak, yang salah satunya yaitu semakin beragamnya kebutuhan 

manusia. Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka seseorang perlu bekerja baik pekerjaan yang dilakukan sendiri 

atau beke1ja pada orang lain dapat dilakukan dengan beke1ja kepada negara yang 

selanjutnya disebut pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut 

sebagai pekerja atau burnh. 

Unh1k mengoptimalkan sumber daya manusia, negara perlu memberikan 

perlindungan di segala bidang bagi semua warga negaranya. Bidang yang 

mempunyai peranan penting adalah perekonomian dan ketenagakerjaan, tanpa 

mengesampingkan bidang lain. Di bidang perekonomian, apabila suah1 negara 

mempunyai dasar yang kuat, maka akan baoyak investor nasio11al maupun 

intemasional yang menanamkan modalnya dengan mendi.tikan perusahaan. 

Perusahaan tersebut mempunyai peranan yang cukup besar, yaitu untuk 

memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja lmtuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam 

pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa negara memberikan jaminan 

kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. 1 

1Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

1 
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Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hat tersebut menunjukan 

bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau 

dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya, 

dan setiap orang yang bekerja mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk 

hidup layak bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. 2Berdasarkan hal 

diatas, jelas bahwa perekonomian yang ditunjang dengan bidang ketenagakerjaan 

sangat berpengarnh dalam mewujudkan tujuan negara. 

Relasi antara pekerja (tennasuk organisasi pekerja) dan pengusaha 

(tennasuk organisasi pengusaha) dalam suatu perusahaan selalu seperti dua sisi 

mata uang. Dimana ada pekerja maka disitu ada pengusaha. Interaksi keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks yang lebih luas. pekerja dan pengusaha 

mernpakan para pelaku utama di tingkat perusahaan. Merekalah aktor intelektual 

yang berperan dalam menentukan sukses tidaknya kinerja pernsahaan. Relasi 

diantara keduanya diwujudkan dalam bentuk lrnbungan kerja yang terjadi setelah 

diadakan perjanjian kerja. 3 

Secara filosofis, pengusaha dan pekerja rnempunyar kepenti11gan yang 

sama yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan pernsahaan. Pengusaha dalam 

meningkatkan produktivitas kine1ja pernsahaannya, tentu membutuhkan jasa dan 

kinerja positif dari para pekerja. Begitu juga sebaliknya, pekerja juga 

membutuhkan upah dan insentif dari pengusaha sebagai output dari kinerjanya. 

2Lalu Husni, Penganlar H11bungur1 Keleru1gukerj ,wn Jmlunesiu, Raja Grnfinc.lo P~rsada, 
Jakarta. 2010.Hlm 63. 

• 
3 Iman Soepomo, Penganlar Hukwn Perburuhan, Cet-6. Jakarta: Penerbit Djambatan, 

1986. hlm. 53. 

2 
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Namun demikian, tidak selamanya relasi tersebut berjalan nmlus, karena 

relasi ini cenderung bersifat fluktuatif (sebuah kondisi/keadaan yang tidak stabil). 

Hal ini disebabkan, bukan hanya karena posisi tawar menawar antara kedua belah 

pihak (bargaining position) yang lemah dari pekerja, tapi juga tidak ada akses 

infonnasi yang diperoleh pekerja dalam bingkai t:ransparansi. Sebagai pihak yang 

lemah, pekerja tentunya menjelma sebagai pihak pesakitan di mata pengusaha. 

Pennasalahan kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak dibayamya 

uang insentif, terlambatnya pembayaran uang pesangon, dan lain sebagainya 

menjadi potret nyata nan klasik betapa ketidakseimbangan peran terjadi diantara 

keduanya. Pemutusan Hubungan Kerja yang lebih dikenal dengan istilah PHK 

merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian bagi peke1ja/burnh karena 

kehilangan peke1jaan dan penghasilan. Para pekerja/buruh beserta keluarganya 

akan merasakan derita akibat PHK tersebut. 4 

Pekerja mempunyai kedudukan sebagai tulang punggung perusahaan, 

untuk itu hak-hak pekerja harus mendapatkan jaminan pemenuhannya. Untnk 

mendapatkan ha.1..;:-haknya, pekerja hams mengikatkan dirinya dengan pengusaha. 

Suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada kesepakatau 

itulah yang disebut dengan perjanjian kerja. Dari perjanjian kerja tersebut 

terbentnk suatu hubnngan ketja. Hubungan kerja sebagai bukti bahwa seseorang 

beke1ja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan dengan adanya pe1janjian 

kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis yang berisi tentang hak-hak dan 

kewajiban masing-masing sebagai pengusaha maupun sebagai peke1:ja. 

4http://repositoryusu.ac id/handlt>Jl 23456789/4833 diakses pada tanggal 7 Nm,emher 
20 16 pukul 1030 wib. 

3 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ivan Sahat Rajali - Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan



Dalam suatu perusahaan, antara pekerja dengan pengusaha harus ada 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sesuai dengan apa yang telah 

disepakati dalam perjanjian kerja. Tetapi dalam praktek masih sering terjadi 

kesalahpahaman dan mungkin juga kecurangan antara pekerja dengan pengusaha 

dalam menjalani hak dan kewajibannya, sehingga muncul perselisihan antara 

pekerja dan pengusaha. 

Biasanya, perselisihan berpokok pangkal karena adanya perasaan kmang 

puas. Pengusaha memberikan kebijaksaan yang menurnt pe1timbangannya sudah 

baik dan akan diterima oleh para pekerja namun karena pekerja yang 

bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda, maka 

akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha menjadi tidak sama, 

buruh yang merasa puas akan tetap beke.i:_ia dengan semakin bergairah sedangkan 

bagi burnh yang bersangkutan atau yang tidak puas akan memmjukkan sernangat 

kerja yang menurun hingga te1jadi perselisihan-perselisihan. 

Antara pekerja dan pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan 

yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan 

mengembangkan pernsahaan. Situasi hannonis diharapkan rnampu mendorong 

peketjalburuh dan pengusaha menunaikan hak dan kewajiban secara adil schingga 

relasi itu mampu memenuhi dan rnemajukan kesejahteraan secara dinamis. 5 

Sebagai hubungan hukum, hubungan kerja memiliki potensi konflik. 

Banyak fak.ior penyebab terjadinya konflik.Perbedaan kepentingan dan tujuan 

5Juanda Pangaribuan, SH. MH.Tu111unan Praktis Penyelesaian Perselisihan H11bu11ga11 
Ker/a.Jakarta : PT Bumu Intitama Sejahterah: 2000. I-Om. I. 

4 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ivan Sahat Rajali - Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan



salah satu faktor klasik pemicu timbulnya konflik adalah Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK). 6 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada 

beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh 

karyawan yang masih aktifbekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik 

yang goyah, kemudian disusul dengan carnt marntnya kondisi perekonomian yang 

berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja 

berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak 

terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu 

selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan 

dmi pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. 

Dalam kondisi nonnal. pemutusan hubtmgan kerja akan menghasilkan 

sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan 

melakukan peran sesuai dengan tuntutan pernsahaan, dan pengabdian kepada 

organisasi maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang 

tinggi atas jeri.h payah dan usahanya tersebut. Efisiensi yang diberlakukan oleh 

pernsahaan pada dewasa ini, merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi 

yang tidak perlu di masa lalu. sehingga dilihat secara struk1ur organisasi. maka 

terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensi harus 

dipenuhi, maka restruktmisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja te1jadi 

pemangkasan posisi besar-besaran, seltingga PHK masih belum dapat 

dihindarkan. 

6William Hendricks, Bagaimana M engelulah Kon.flik-Petunjuk Praktis Untuk A1anL~jemen 
Konflik Yang Efektz(, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Him. 1. 
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Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang 

dilakukan oleh para manajer terns digulirkan, maka PHK masih merupakan 

fenomena yang sangat mencemaskan, dan hams diantisipasi dengan penyediaan 

lapangan kerja dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat (mantan karyawan). 

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pesat terutama dalam 

sektor ekonomi terlebih-lebih masuknya investasi modal asing dari berbagai 

negara maupun dalam negeri serta masuknya teknologi canggih segala aspeknya 

telah mengakibatkan masalah barn dibidang ketenagakerjaaan pada umumnya. 

Carnpur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan 

sifat hukum perbumlrnn/ketenagake1jaan menjadi ganda yakni privat dan publik 

serta ruang lingkup yang diatur menjadi sernakin luas, tidak hanya pada aspek 

hukum dalam hubungan kerja saja, tetapi meliputi aspek lrnkum sebelum 

hubungan kerja (pra employment), dan sesudah hubung::m kerja (post 

employment).7 

Kasus PHK yang dilakukan oleh PT. JAKARANA TAMA MEDAN 

terhadap karyawannya adalah berawal ketika karyinvannya yang bemama 

Nurhasanah dengan jabatan Helper menolak melaksanakan mutasi ke1ja yang 

diperintahkan oleh PT. JAKARANA TAMA MEDAN ke PT. JAKARANA 

TAMA CIA WI, Kabupaten Bogor, Jawa Barnt, dengan jabatan barn sebagai 

Checker Packing. 

Dampak PHK ini, sangat kompleks dan cenderung menimbulkan 

perselisihan dan konflik. Oleh karena itu, mckanisme dan prosedur PHK telah 

7F. X. Djumialdi, Wiwowo Soejo110, perjanjian Perburuhan dan H11b11ngan Perburuhan 
Pancasi!a. Bina Aksara, Jakarta, 1987, him 94. 
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diatur sedemikian rupa, agar pekerja/buruh yang di PHK tetap mendapatkan 

perlindungan yang layak dan memperoleh hak-hak normatifuya sesuai dengan 

ketentuan. 

Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari 

Undang-undang No. 13 Talmn 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang 

No. 2 Tahun 2004, mengatur hal-hal barn. -dimana salah satunya yang terpenting 

adalah dibentuknya Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial. 8 

Sebagai suatu Lembaga Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Peradilan 

Umum maka keberadaan Lembaga Pengadi!an Hubungan Industrial dalam 

prakteknya tentu memiliki kenclala dan juga hambatan. Dan berdasarkan keadaan 

tersebut pada tanggal 3 Agush1s 2005 pemerintah mengeluarkan Undang-undang 

No. 2 Talnm 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

undang No.1 Tahun 2005 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-undang 

No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 

menjadi Undang-m1dang. 

Berdasarkan ha! diatas membawa angm segar dalam kajian hukum 

ketenagakerjaan meskipun keberadaan Pengadilan Khusus Hubungan Industrial 

juga masih dalam kondisi yang perlu di perbaiki. Keadaan-keadaan ini tentunya 

juga menjadi kendala dalam praktek Pengadilan Hubungan Industrial. Belum lagi 

masalah perkara lrnbungan ke1ja yang menunggak sebelum pembentukan 

Pengadilan Hubungan Indust1ial pada panitia perselisihan perburnhan pusat atau 

8ww\v.Dyan Pitaloka "Menyongsong /ahirnya Pengadi/an Hubungan 
Indu.rn-ial",. pemantaupengadilan.com, diakses tanggal 25 November 2016 pukul I I :45 wib .. 
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daerah, tentw1ya memiliki potensi besar dalam awal-awal berdirinya Pengadilan 

Hubungan Industrial. 9 

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu ha! tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh, dan pengusaha. Proses Pemutusan Hubungan Ke1ja (PHK) 

merupakan proses yang baik bagi pengusaha maupun pekerja, sehingga dari 

sekian banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perkara 

terkait PHK termasuk salah satn perkara yang paling sering ditemui. Pada 

dasamya, pengnsaha dan pekerja terikat dalam sebuah perjanjian kerja, sehi.ngga 

ketika pengusaba mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang 

ditentukan, maka pengusaha wajib mernbayar ganti mgi pada pekerja sebesar 

upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 

Pe1masalahan yang terjadi, rni.salnya pada penghitungan besaran upah yang 

berhak diterima oleh karyawan. 

Ketentuan mengenai PHK yang terdapat dalam undang-tmdang No. 13 

Tahllll 2003, yang telah mengalami beberapa perubahan melalui putusan 

Mahkamah Konstitusi . Banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan dalam proses 

PHK ini, khususnya oleh para pengusaha, agar tidak sampai melanggar hak 

pekeija dan terseret dalam kasus di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melaknkan penelitian 

dengan judul "Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada 

Perusahaan (Studi Putusan No. 631 Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn)". 

91bid. hlm. 3 
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1.2 ldentifikasi Masalah 

Secara wnum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Akibat 

Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahan mak:a berdasarkan 

latar belak:ang dapat diidenti:fikasi masalah sebagai berikut: 

1. Terhadap Akibat Hukwn Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada 

Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHJ/2016/PN.Mdn. 

2. Terhadap Pertimbangan Hakim Sehingga Lahirnya Putusan Pada Peradilan 

Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHJ/2016/PN.Mdn. 

1.3 Pcmbatasan Masalah 

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini 

penelitian dilakukan hanya tentang Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Ke:r:ia 

(PH:K) Pada Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/20161PN.Mdn dan 

Pe1timbangan Hakim Sehingga Lahimya Putusan pada Peradilan Hubungan 

Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. 

1.4 Pcrumusan Masalah 

Adapun pennasalallan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Ke~ia (PHK) Pada 

Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. 

2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya Putusan Pada 

Peradilan Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHJ/2016/PN.Mdn. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan secara mnum yang hendak di capai dalam penelitian ini 

adalah sesuai dengan pokok pennasalahan yang ada, maka tujuan penulisan 

skripsi ini adalal1: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Pemut11san Hubungan Ketja 

(PHK) Pada Pemsahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. 

2. Untuk mengetalmi apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya 

Putusan Pada Peradilan Hubungan Industri MedanNo. 63/ Pdt.Sus­

PHI/2016/PN .Mdn. 

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai balrnn kajian lebih 

lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gil i.rannya akan 

rnemberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan 

khususuya mengenai Akibat Hukum Pemutusa.n Hubungan Kerja (PHK) Pada 

Perusahaan (Studi Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn). 

2. M.anfaat Praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak tcrut::una masyarakat/ 

burnh yang beke1ja pada pemsahaan, agar mengetahui bagaimana akibat 

hukurn pernutusan hubungan kerja (PHK) pada pernsahaan dan proses 

p\!nyelesaiannya di Peradilan Industrial. Sebagai bahan infonnasi semua 

pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilrnu hukmn keperdataan. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk 

menarnbah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya 

10 
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mengenai Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada 

Perusahaan berdasarkan Putusan No. 631 Pdt.Sus-PHl/2016/PN.Mdn. 

Penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi 

kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas. 

11 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teori 

Secara mnum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asLUnsi, dan 

generalisasi, digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. 

Te01i adalah serangkaia.n bagian atau variabeL defenisi, dan dalil yang saling 

berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 

fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud 

menjelaskan fenomena alamiah dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi 

dalam penelitian ilmiah yaitu explanation, p1-ediction, dan control atau 

pengendalian terhadap suatu gejala. 

Berdasarkan proses penelitian. dalam penelitian kualitatif. teori rnemiliki 

fungsi untuk rnernperjelas persoalan, menyusun hipotesis, rnenyusun instmment 

dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kualitatif 

sebetulnya ialah rnencaii data untuk dibandingkan dengan teori. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian ilmi?J1 ini yaitu : 10 

Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara liakiki harns pasti dan adil. Past.i sebagai pedoman kelakukan dau 

adil karena pedoman kelakuan itu hams menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersffat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara nonnatif, bukan sosiologi. 

10Dominikns F.!!to, F!!sC1far .Hu.Imm lvffncar i: l11€'mahmni don }vfemahmni Hnk11m, Laksbang 
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. 
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Mennrut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pemyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sol/en, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Nonna-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam 

bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu 

maupun dalam lmbw1gannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi mnsyarakat dalam membebani atau melaknkan tindakan terhadap 

individu. Adanya aturnn itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kcpastian hukum. 11 

Kepastian hukum secara nonnatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

dinndangkan secarn pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas da!am 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Logis dalarn artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan nonna lain sehingga tidak berbenturan atau 

menirnbulkan konflik nonna. Kepastian hukmn menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif Kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan rnoraL rnelainkan secara faktual mencirikan 

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak rnau adil bukan sekedar hukum 

yang bumk. 12 

Menumt Utrecht.. kepastian hukum mengandung dua pengertian. yairu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, bempa 

11 Peter Mahmud Mao:uki . Pengantar T/mu Hukum. KencanR .labrl.a, 2008, hlm 158 
12 Cst Kansil. Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385. 

13 
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keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 13 

Ajaran kepastian hukmn ini berasal dari ajaran Ytrridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri , karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian huhun itu diwujudkan oleh lmkum dengan sifatnya yang hanya 

rnembuat suatn aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum mernbuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untt1k mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, mclainkan semata-mata untuk kepastian. 14 

2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms, 

petjanjian ke1ja adalah pe1janjian dimana pihak kesatu, burnh, mengikatkan diri 

untuk bckc1ja dengan mene1ima upah pada pihak lainya, majikan, yang 

mengikatkan diri dengan rnempekerjakan burnh itu dengan membayar upah. 
15 

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

"Perjanjian Perburnhan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (si 

burnh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si 

13Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari I/mu Hukum , Penerbit Citra Aditya 
Bakti,Bandung, 1999 hlm.23. 

14Achmad Ali, !vfcnguak Tabir Hukwn (.S'uatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit 
Toko Gummg Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83 

15Lalu Husni. Op. Cit. him. 54 

14 
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majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah". 16 

Dalam perumusan pasal 1601 a KUH Perdata kurang lengkap karena disini 

yang mengakibatkan diri hanyalah bu.rub, mengakibatkan diri untuk dibawah 

pimpinan pihak yang lainya, yaitu majikan (pengusaha). Padahal pada tiap 

perjanjian yang memiliki dua pihak, yang mcngikatkan diri adalah kedua belah 

pihak yang bersangkutan. 

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang KeteHagake1jaan, pasal 

(1) angka 14 memberikan pengertian perjanjian kerja yakni: 

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerjalbtmtl1 dan 

pengusaha atau pembcti kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 

kewajiban para pihak" . 

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian antara orang perorangan pada suatu pihak lain sebagai pengusaha untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah. 17Sedang Lalu Husni 

menjelaskan bahwa perjanjian ke1ja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, 

si burnh mengikatkan dirinya pada pihak Jain, si majikan untuk bekerja dengan 

mendapat upah. dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekcrjakan 

si buruh dengan membayar upah .18 

Apabila ditelaah perjanjian kerja sebagai mana di muat dalam pasal 1 

angka 14 Undang-Und?.ng No. 13 Tahtrn. 2003 tent.mg Ketenagake1jaan maka 

Imam Supomo sebagai mana dikutip Saiful Anwar terlihat bahwa ketentuan 

16KUH Perdata pasal l601 a. 
17Wiwoho Soediono. Hukwn Perianiian Keria . Bina Aksnra. Jakarta 1983. him 9. 
18LaJu Husni, Hubungan Kerja. D~ar-Da~a~ Hukum Perbumhan, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, him 51. 

15 
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tersebut memmjukan bahwa suatu perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang 

tertentu, sehingga dapat dilakukan dengan secara lisan, dengan surat 

pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis. yaitu surat perjanjian yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 19 Menurut penjelasan pasal 51 ayat 1 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara 

tertulis, namun dijelaskan pula oleh Saiful Anwar, melihat kondisi masyarakat 

yang beragam dimungkinkan pe1janjian ke1ja secara lisan. Untuk memberikan 

kepastian hukum dalam hubungan kerja sebaiknya perjanjian kerja dibuat secara 

te1tulis. 

Pengertian perJarurnn kerja diatas melahirkan cm-cm perJan.11an kerja 

sebagai berikut: 

1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. 

2. Pe1janjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). 

3. Pe1janjian di1akukan untuk waktu te1tentu dan kewajiban para pihak. 

4. Perjanjian memuat syarat-syarat pekerja se.ita hak dan kewajiban para 

pihak. 

Undang-undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya 

tambahan Jainya didalam pe1janjian kerja maka hams dipikul oleh maji..1':an 

(pengusaha). Perjanjian adalah penting dibuat sccara tertulis, agar masing-masing 

pihak talm tentang yang menjadi kewajiban dan haknya.Di dalam praktek banyak 

kenyataan bahwa perjanjian kerja itu dibuat secara sepihak oleh majikan. sehingga 

isinya menguntungkan pihak-pihak majikan (pengusaha), da.1 buruh karena hanya 

berkeinginan bekerja rnaka perjanjian yang sedemikian it11 biasanya disett0ui. Jika 

19Saiful Anwar, Sendi-Sendi Huhungan Fekerja Dengan Pengusaha, Pelengkap 
H11hunga11 !11d11strial .'i'.variah. Penerbit Kelompok Hukum dan Masyarnkal Fak Hukum USU, 
Medan, 2007, him 45. 

16 
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timbul perselisihan antara dua pihak, maka majikan (pengusaha) 

diatas angin, sementara buruh karena kurang hati-hatinya, maka 

pihak yang kalah. 
··cs l ,. • 

Oleh karena itu, maka peraturan pemerintah dalam membuat kebijakan 

dasar tentang pembuatan pe1janjian kerja ini adalah sangat diperlukan. Untuk 

menentukan serta membuat kepastian hukum didalam masalah perburuhan ini. 

Selain memuat perjanjian kerja sebagaimana dimuat dalam Pasal (1) angka 14, 

Undang-Undang No . 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan juga ada rnengatur 

tentang pc1janjian kerj3 untuk jangka waktu te1tentu atau untuk waktu tidak 

te1tentu, yang merupakan dasar huk.Lim perjanjian kerja secara outsourcing. 

Hal ini diternukan dalam pasal 56 ayat (I) dan (2) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 yang berbunyi: 

1. Perjanjian ke1ja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 

tertentu. 

2. Pe1janjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan atas dasar: 

a. Jangka waktu; atau 

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

Menumt Pasal 56 ayat (1) dan (2) diatas dapat dimengeiti bahwa 

penge1tian ke1ja untuk waktu tertentu dikenal dalam prakteknya antara lain 

dilakukan secara outsourcing, dimana dalarn isi perjanjian te1tentu pekerjaan yang 

diperjanjikan kepada tenaga kerja waktm1ya terbatas sesuai dengan kesepakatan 

yang dibuat. 

17 
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Outsourcing adalah sumberdaya atau tenaga kerja yang disediakan oleh 

perusahaan jasa ketenagakerjaan untuk keperluan perusahaan pcngguna 

tenaga kerja. Kegiatan outsourcing dilakukan melalui pemborongan 

pekerjaan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi atau di luar kegiatan usaha 

pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain usaha pelayanan 

kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi peke1ja, usaha tenaga 

pengamiman, Jasa pemmjang dipe11ambangan dan penninyakan serta 

usaha penyediaan angh1tan pekerja.20 

Menyirnak pe1j~njian kerja menurnt KUHPerdata seperti tersebut diatas 

tarnpak bahwa ciri klrns pe1janjiaan ke1ja adalah "di bawah perintah pihak lain'', di 

bawah perintah ini rnenunjukan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha 

adalah hubungan antara bawahan dan atasan (subordinasi), pengusaha sebagai 

pihak yang lebih tiuggi secara sosial-ekonomi member perintah kepada pihak 

pekerja./bumh yang secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih 

rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah 

yang membedakan antara pcrjanjian kerja dengan perjanjian Iainya. 

Pcngertian p~rjanjian kerja menumt menumt Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketem1gakerjaan lebih umum.Dikatakan lebih umum karena 

menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja, hak· dan kewajiban para pihak. Syarat kerja berkaitan dengan 

pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak 

20s eha1 Damanik, Outsourcing dan Pcrjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. J3 
Tahllll 2003 Tentang Ketenagakerjaan, DSS Publising, Jakarta, 2007, him 32. 

18 
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salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban lain yang akan 

dibicarakan secara tersendiri. 

Pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 ini tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, 

demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana 

sebdumnya diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan pengertian perJatlJian kerja diatas, dapat ditarik beberapa 

unsur dari perjanjian kerja yakni: 21 

a. Adanya unsur work atau pekerjaan 

Dalam perjanjian ke1ja hams ada pekerjaan yang diperjanjiakan (objek 

pcrjanjian). pekerjaan tersebut hamslah dilakukan sendiri olch pekerja, 

hanya dengan seizin majikan dapat menyurnh orang lain. Hal ini 

dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang berbunyi: 

"Si buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya: tak 

bolehlah ia, selain dengan izin si majikan dalam melakukan 

pekerjaannya ih1 digantikan oleh orang ke tiga''. 22 

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh peke1~ia itu sangat pribadi 

karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut 

hukum jika pekerja meninggal dunia rnaka peijanjian kerja tersebut putus 

demi hukum. 

21 Lalu Husni OP. Ci1. him 56 
22KUH Perdata, Op. Ci1.Pasal 1603 a. 

19 
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\ 

b. Adanya Unsur Perintah 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 

pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah 

pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesua1 dengan yang 

diperjanjikan.Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 

lainnya. misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara 

dengan klien.Hubungan tersebut bukan mempakan hubungan kerja karena 

dokter dan pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klicn. 

c . Adanya Upah 

Upah memegang peranan penting dalam bubw1gan kerja 

(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang 

peke1ja pada peng:usaha adalah rn1tuk memperoleh upah.Sehingga jika 

tidak ada unsur upah, maka suatu hubtm.gan tersebut bukan mernpakan 

hubtmgan kerja.Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. seorang mahasiswa perhotelan yang sedang 

melakukan praktek Iapangan dil1otel. 

2.1.2 Kewajiban Pengusaha Kcrrnda Pckerja dalam Hubungan Kerja 

Dengan telah terwujudnya hubungan kerja karena adanya pcrjaojian kerja 

antara pekerja/bumh dan pengusaha, rnaka akan timbul hak dan kevvajiban bagi 

mereka yang membuatnya (pengusaha dan pekerja/buruh). Hak dan kewajiban ini 

umumnya adalah melakukan pekerjaan pekerjaan dan membayar upah. 

20 
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1. Melakukan Pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan mernpakan unsur yang terpenting 

karena pekerjaan merupakan prestasi yang diperjanjikan oleh peker:ja/buruh. 

Tanpa adanya pekerjaan, maka perjanjian kerja tersebut belumlah lengkap karena 

belmn memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut: 

a. Kesepakatan: artinya bahwa pihak yang mengadakan perjanjian (tennasuk 

perjanjian kerja) harus sepakat, setuju, dan seiya sekata tentang apa yang 

diperjanjikan (objek). 

b. Kecakapan: para pihak yang membuat suatu pcrjanjian haruslah dikatakan 

cakap dalam membuat suatu hubtmgan hukum. Dalam ha! ini artinya 

adalah bahwa para pihak tcrsebnt haruslah "de\vasa" dan tidak berada di 

bawah pengampuan. 

c. Suatu ha! tertentu yang diperjanjikan. Dalam hal ini hams ada objek yang 

diperjanjikan. Dalam perjanjian kerja objek yang diperjar~ikan adalah 

pekerjaan atau bahan yang akan dikerjakan oleh pekerja/buruh. 

d. Sebab yang halal. Artinya pekerjaan yang dipe1janjikan tidak boleh 

bertentangan dengan hukurn, kebiasaan, dan ketertiban umwn. 

Apa yang dimaksud dengan "pekerjaan" tidak d(iumpai dalam UU No. 1.3 

Tahun 2003. Namun, menurut Iman Soepomo bahwa yang dimaksud dengan 

peke1jaan adalah: "Perbuatan untuk kepentingan mapkan, baik langsung maupun 

tidak fang.sung dan bertz~fuan secara terus-menems untuk meningkatkan produksi 

b ·1c · l I t "23 ar ;um a 1 maupun mu u. 

23 Iman Soepomo. Op. CitHlm 32 
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Perbuatan untuk kepentingan pengusaha yang akan dikerjakan oleh 

pekerja/buruh adalah pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. 

Jika macam dan jenis pekerjaan tidak dicantumkan , maka ya.flg akan dikerjakan 

adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh peke1jalbumh lainnya. 

Pekerjaan yang diperjanjikan haruslah dikerjakan sendiri oleh 

pekerja/buruh tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Lebih-lebih kalau 

pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus, seperti pekerjaan mengelas dan 

pekerjaan yang rnembutuhkan keahlian lainnya, maka pekerjalburuh sendiri yang 

bias mengerjakatmya. 

Pekerjaan biasa yang tidak mernbutnhkan keahlian te1ientu pada 

p1insipnya dapat diwakilkan kepada orang lain dengan seizin pengusaha. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1603 a KUH Perdata yang menyatakan: "Si buruh 

diwajibkan sendiri mclakukan pekerjaannya; tak bolehlah ia, selain dengan izin si 

rnajikan dalam melakukan peke1jaannya itu digantikan oleh orang ke tiga. "24 

2. Mem bayar Upah 

Membayar upah mernpakan kewajiban utama dari seorang pemberi 

kerja/pengusaha dalmn suc.tu hubungan keija. Jika kevmjiban membayar upah ini 

tidak ada. hubungan tersebut bukanlah hubungan kerja. Misalnya, sebagai berikut: 

a. Sesorang melnkukan sesuatu dalarn rangka gotong royong. Adanya maka!lan 

dan minuman dalam pelaksanaan gotong royong bukanlah upah. 

b. Mahasiswa atau pelajar melakukan praktik kerja lapangan di suatu pernsahaan 

atau suatu tempat kerja te1tentu. 

24KUH Perdata Pasal 1603 a. 
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c. Balai latihan kerja menugaskan pesertanya untuk job training di suatu 

perusahaan atau suatu tempat kerja tertentu. 

Secara teoritis, ada beberapa Jems atau sistem pembayaran upah, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Sistem Upah Jangka \Vaktu 

Dengan sistem upah jangka waktu ini pembayaran dilakukan dengan 

sistem jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Namun 

demikian, dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk perhitungan pembayaran iuran 

jaminan sosial tenaga kerja. yang selalu menjadi patokm1 adalah pembayaran upah 

secara bulanan. Oleh karena itu: 

1. Jika upah dibayarkan secara harian, upah sebulan sama dengan upah sehari 

dikalikan tiga puluh. 

2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari 

upah rata-rata tiga bulan terakhir. 

3. Jika. pekerjaan tergantnng dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada 

upah borongan, upah sebu!an dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir. 

b. Sistem Pembayaran Borongan 

Sistem upah borongan pada umwnnya rnenggantikan sistem upah jangka 

waktu jika basil pekc1jaannya tidak memuaskan. Namtm demikian, sistem upah 

borongan ini hanya biasa dipergunakan jika basil pekerjaannya dapat diukur 

dengan suatu ukuran tertentu, misalnya diukur dari beratnya, banyaknya, dan 

sebagainya. 

23 
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c. Sistem Upah Pemufakatan 

Sistem upah pemufakatan maksudnya adalah suatu sistem pembayaran 

upah dengan cara memberikan upah kepada pengim1s suatu kelompok pekerja 

tertentu, yang nantinya ketua kelompok ini akan membagikannya kepada para 

anggota. 

Selain kewajiban pengusaha untuk memberikan upah bagi 

pekerja/burnhnya, kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah memberikan 

perlinclungan bagi pekerja/buruh. Perlindungan ini secara umum mencakup hal­

hal berikut. 

1. Nonna Kcselmnatan Kerja, yang rneliputi perlindungan-perlindungan 

gnna menjamin keselamatan pekerja/buruh atas pekerjaan-pekerjaau 

yang dilahtkan terntama bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat 

kerja, bahan dan proses pengerjaa.nnya, keadaan ternpat kerja, dan 

lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. 

2. Nonna Kesehatan Kerja dan Hygiene Pemsahaan, pada umumnya 

meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan 

pekerjafburuh, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan , 

pernwatan t~naga kerja yang sakit. Mengatur persediaan temp::;t. earn 

dan syarat kerja yang mernenuhi hy~r;ienc kesehatan perc1sahaan dan 

kesehatan peke1ja/burnh untuk mencegah penyakit, bail' sebagai akibat 

bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi 

penunahan pekerja/buruh. 

3. Nom1a kerja yang meliputi perlindungan terhadap pekerja/buruh yang 

berkaitan dengan waktu kerja, sistern pengupahan, istirahat cuti kerja 

24 
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wanita, anak, kesusiJaan, ibadah menurnt agama dan keyakinan 

masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosiaJ 

kemasyarakatan dan lainnya guna memelihara kegairahan dan moril 

kerja yang tinggi serta menjaga perlakukan yang sesuai dengan 

martabat manusia dan moral. 

4. Kepada pekerja/buruh yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita 

penyakit kmnan akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan 

rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau pcnyakit akibat pekerjaan, ahli 

warisnya berhak mendapat ganti kerugian . 

Dalam Hukwn-Kerja - Hukum KetenagakeJJaan Bidang Hubungan Kerya 

secara teoritis perlindungan ke1ja ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 25 

1. Perlindungan sosial. yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakat?J1. Tujuannya adalah untuk memungkinkan 

pekerjafbtm1h mengenyam dan mengembangkan kehidupannya 

sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota keluarga. Perlindtmgan sosial ini discbut juga 

dengan kesehatan kerja. 

2. Perlindungm1 teknis, yaitu Jems perlindnngan yang berkaitan dengan 

usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/bumh terhindar dari bahaya 

kecclakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atan bahan yang 

dikerjakr:ill. Perlindungan ini lebih sering disebut keselamatan ke1ja. 

3. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup kepada 

25ZaeniAsyhadi e, Hukwn-Kerja - Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubunga11 Kerja,PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007. Him 78 
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pekerjalburuh guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan 

keluarganya, tennasuk dalam ha! pekerja/burnh tidak mampu bekerja 

karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya 

disebut denganjaminan sosial. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, pekerja/buruh mernpakan aset yang 

sangat besar dan penting artinya, karena pekerjafouruh mernpakan "tu.Jang 

punggung" perusahaan yang menentukan berhasil tidaknya pernsahaan tersebut 

dalam menunjang pembanglm3l1 nasional. Oleh karena itu,ada!ah wajar apabiia 

kepada pekerja/buruh diberikan perlindtmgan yang layak gwrn meningkatkan 

kesejahtcraan, keselamatan, da.n kenyamanan dalam beke1ja. Secara ringkas 

perlindungan kerja meliputi hal-hal berikut. 

l. Perli11dungan· sosial atau kesehatan kerja, antarn lain mencakup: 

a. Perlindungan kerja bagi anak 

b. Perlindungan pekerja percmpuan 

c. Waktu kerja dan istirahat ( cuti) 

d. Kerja Iembur 

2. Perlindungan tekriis atau sermg disebut Kenyamanan, Kcselamaran dan 

Kesehatan Kerja (K3). antara lain mencah1p: 

a. Ruang lingkup keselamatan kerja 

b. Syarat-syarat keselamatan kerja: 

1. Mencegah dari: mengurangi kecelakaan kerja 

tl. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran 

Ht. Mencegah atau mengurangi bahaya peledakan 

iv. Memperoleh penerangan yang cukup dan melaksanakan pekerjaan 

26 
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v. Mencegahjangan sampai terkena aliran listrik 

c. Hak dan kewajiban para pihak dalam keselamatan kerja 

3. Perlindungan ekonomis. antara lain: 

a. Perlindungan upah; 

l. Penerapan upah minimum provinsi 

II. Tunjangan upah tidak tetap 

u1. Tunjangan upah tetap 

iv. Bonus-bonus 

b. Jaminan sosial tenaga kerja, yang sekarang sudah diatur dalam UU No. 3 

Tahun 1992, yang menyangkut empat program pokok, yaitu: 

1. Jaminan kecelakaan ke1ja 

11. Jaminan kematian 

111. Jaminan hari tua 

1v. Jaminan pemeliharaan kesehatm1 

Perlindungan-perlindungan di atas mernpakan jenis-jenis perlindungan 

yarig layak bagi pekerja/ b:.rruh guna meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, 

dan kenyamanan dalam beke1ja. Semua jenis perlindungan tersebut ummnnya 

merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pengusaha. Tanggung jawab iniiali 

yang dis.ebut employers liability yang hams terns diperhatikan agar tidak menjadi 

sumber perselisihan hubungan industrial. 

2.1.3 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah penga.khiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban 

27 
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antara pekerja dan pemsahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran 

diri, pemberhentian oleh pemsahaan atau habis kontrak. 

Jenis Pemutusan Hubungan Kerja Memuut Manulang H. Sendjun menyebutka11 

ada empat istilah dalam pemutusan hubungan kerja. 26 

1. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau 

berald1imya kontrak kerja. 

2. Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena tindakan indisipliner 

(tidak patuh). 

3. Redzmdanc_v. yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan 

perkembangan teknologi. 

4. Retrenchment, yaitu pemutusan hubtmgan kerja yang dikaitkan dengan 

masalah ekonomi. masalah pemasaran dan sebagainya sehingga 

perusahaan tidak dapat/tidak mampu memberikan upah kepada tenaga 

kerja atau kaP;awannyo.. 

Menurnt Undang-Undang Nomor i3 tahun 2003 Pasai 158 ayat J 

pei1gusaha dapat memuh1skan hubrn1gan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan 

alasan peke1ja atau buruh tdah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. 

1. ivfel akuka1 ~ penipuan. pencurian atau penggelapan barang dan atau uang 

milik pemsahaan. 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga memgikan 

pernsahaan. 

26Manulang H. Sendjun. Ketenagakeljaan.llineka Cipta. Jakarta. 2004. 
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3. Mabuk, merninum rninuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 

mengedarkan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif lainnya di lingkungan 

kerja 

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja 

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja 

atau pengusaha di lingkungan kerja 

6. Membujuk atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan 

7. Dcngan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusabaan 

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 

dalam keadaan bahaya ditempat kerja 

9. Membongkar atau membocorkan rahasia penisahaan yang seharnsnya 

dirahasiakan kecuali unh1k kepentingan negara. 

Setiap alasan PHK diatas mengandung konsekuensi yang berbeda, 

khususnya mengenai hak para pekerja yang di PHK. Karena PHK, pekerja 

tersebut harus mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang 

penghargaan masa kerja. 

Akan tetapi , walaupu11 aturan soal PHK dan konseh1ensi yang yang hams 

diterima oleh pekeIJa dan atau dilakukan oleh pengusaha sudah diatur oleh 

Undang-Undang tenaga kerja dengan rinci akan tetapi persoalan PHK selalu 

menjadi perdebatan. Ada pekerja yangmenganggap tidak pantas untuk di PHK, 

ada yang menganggap proses PHK yang dikenakan kepadanya tidak sesuai 
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dengan prosedur bahkan ada pelaku usaha yang telah melakukan PHK akan tetapi 

tidak mau membayar uang pesangon atau penggantian hak. 

Landasan hukum pemutusan hubungan kerja yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

Berikut beberapa ketentuan mengenai pengaturan pelaksanaan pemutusan 

lrnbungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang 

ketenagakerj aan: 

1. Lingkup pengaturan pemutusan hubungan kerj1 (pasal 150) 

2 . Pengusaha, peke1ja/buruh, serikat pekerja/serikat bumh, dan pemerintah 

dengan segala upaya hams menb'l.Isahakan agar tidak 'terjadi pemutusan 

hubtmgan kerja (pasal 151 ayat (1)). 

3. Bila dcngan segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan ke~ja 

tetap terjadi, wajib dirnndingkan (pasal 151 ayat (2)) . 

4 . Bila pernndingan benar-benar tidak mencapai kesepakatan, pengusaha hanya 

dapat mem-PHK setelah adanya penetapan da1i lembaga pcnyelesaian 

perselisihan hubungan industrial (pasal 151 ayat (3 )). 

5 . Pennohonan penetapan pemutusan hubungan ke1ja diajukan secara tertu.lis 

disertai alasannya pada lembaga penyelesaian persehsihan hubungan 

industrial (pas al 152 ayat (1) ). 

6. Pennohonan penetapan pemutusan hubungan kerja dapat dite1ima dan 

diberikan keputusan penetapan pemutusan hubungan kerja bila sudah 
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dirundingkan dan tidak menghasilkan kesepakatan (pasal 152 ayat (2)) dan 

ayat (3). 

Pasal 15i ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan 

falsafah pemutusan hubungan kerja yang hams menjadi pedoman oleh semua 

subjek hubungan industrial yaitu pengusaha, buruh/pekerja, serikat buruh/pekerja 

dan pemerintah. Artinya semua pihak hams berperan aktif untuk: menjadi 

penengah apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

2.1.4 Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

Dalam literatur Hukum Perbuman/Ketenagakerjaan di kenal ada bebernpa 

. . PHK 27 Jems ya tu: 

I. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha. 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh burnh/pekerja. 

3. Hubungan kerja putus demi hukum. 

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. 

l .Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha 

Pengusaha dapllt memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjalburuh 

deng:an alasan pekerja /buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: 

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik pemsahaan. 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikm1 

pernsahaan. 

27 i\1cuiuJang S . ff~ I'ok( )k-pukok fiuk u1n Keie1tL1ga !(e;jaan. _Di Indonesht, Rineka Cipta, 
Jakarta, I 998, him. 87. 
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c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai danlatau 

rnengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya dilingkungan 

kerja. 

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di ingkungau kerja. 

e. Menyerang, menganiaya, mengancarn dan mengintimidasi teman sekerja 

di lingkungan kerja. 

f Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan pcraturan pernndang-undangan. 

g. Deng:an ceroboh atau sengaja membiarlcun dalam keadaan bahaya barang 

milik pernsahaan yang menimbukan kerugian bagi perusahaan. 

h. Dengan cemboh atau sengaja membiarkan teman sehrja atau pengusaha 

dalam keadaan bahaya di tempat kerja. 

I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. 

J. Melah.llkan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjarn 5 (!ima) tahun atau lebih Pasal 158 ayat 1 Undng-Undang 

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagake1jaan. 

Kesa lnhan bernt dimaksud hams didukung dengan bukti sebagai berikut: 

a. Pekerja/ bu..'1.1h tertangkap tangan; 

b. Ada pengakuan daii pekerjalbmuh yang bersangkutan; atau 

c. Bukti lain bernpa laporan kejadian yang di buat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukm1g oleh selarraug­

kurangnya 2 (dua) orang saksi.28 

28 lbid, hm. 88. 
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Pekerja/buruh yang diputus lmbungan kerjanya berdasarkan alasan berat 

dapat mernperoleh penggantian hak sebagairnana diatur dalarn Pasal 156 ayat (4) 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila 

pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 158 ayat (1), pekerjalburuh yang bersangkutan dapat mengajukan 

gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Jika pekerja/burnh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan 

tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib 

membayar upah tetapi wajib membe1ikan bantuan kepada keluarga peke1ja/burnli 

yang rnenjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: 29 

a. Untuk 1 (satn) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dar_i 

up ah. 

b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari 

up ah. 

c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat pnluh lima perseratus) dari 

upah. 

d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lirna puluh perseratus) 

dari upah. 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (1) Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake1jaan, dibcrikan untuk paling lama 6 

(enam) bulan takwin teJiitw1g sejak hari pe1iama pekerja/buruh ditahan ole!1 

pihak yang berwajib pengusaha dapat melah1kan pemutusan hubungan ke1ja 

terhadap peke1jalburuh yang sctelall 6 ( enam) bulan tidak dapat melakukan 

29Ibid, hlm 89. 
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pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana. Dalam hal 

pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 ( enam) bulan berakhir 

dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat mclak11kan 

pemutusan hubtmgan kerja kepada pekerja/burnh yang bersangkutan. Pemutusan 

hubungan kerja sebagaimana dirnaksud ini dilakukan tanpa penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kepada buruh/pekerja yang di 

PHK karena alasan ini, pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh, uang 

pesangon sebanyak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargam1 

masa keij a 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat ( 4) dan (pasal 163 ayat 1 ). Tctapi j.ika 

pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/burnh di pemsahaannya, maka 

pekerja/burnh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 

(l.yat (2), uang penghargaan masa ke1ja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 

ayat (3 ), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan ketentuan dalam pasal 156 

ayat ( 4) (pasal 163 ayat 2). 

Selain itu pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerj a 

terhadap peke1jalbumh karena perusabaan tutup yang disebabkan pernsaba;m 

mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun. atau keadaan 

memaksa (force majeure) , dcngan ketentuan pekerja/burnh berhak atas uang 

pesangon sebesar 1 (sah1) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang pcnglrnrgaan 

rnasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pcngga.ntian 

lrnk sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4) dan pasal 164 ayat (1 ). Pengusaha juga 

dapat melaku.kan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 

perusahaan tutup bukan karena mengalami kerub:rian 2 (dua) tahun berturut-turut 
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atau bukan karena keadaan memaksa tetapi perusahaan melakuk 

ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 

ayat ( 4) dan pasal 162 ayat (3 ). dalam pasal 165 juga disebutkan pengusaha dapat 

melakukan pemutusan lmbungan kerja terhadap pekerja/bumh karena perusahaan 

pailit, dengan ketentuan pekerjalburnh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) 

kali ketentua.'1 pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar I (satn) 

kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 

156 ayat (4). 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/burnh karena memasuki usia perrsiun dan apabila pengusaha telah 

mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iman.nya dibayar penuh 

o!eh pengusaha, maka pekerjafburnh tidak berhak mendapatkan uang pcsangon 

sesuai ketentan pasal 156 ayat (2). uang penghargaan masa ke1ja sesuai ketentuan 

pasal 156 ayat (3 ), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan 

pasal 156 ayat (4) dan pasal 167 ayat (1). Namun jika besamya jaminan atau 

manfaat pensiun yang: diterima sekaligus dalam program pensiun temyata Iebih 

kecil dari pada jLmtlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) 

dan uang penghargaan rnasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan 

uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4), ·maka selisilmya 

dibayar oleh pengusaha pasal 167 ayat (2). Dalam ha! pengusaha tidak 

mengikutsertakan pekerjafburuh yang mengalami pemutusan hubungan ke.rja 

karena usia pensiun dalam program pensiun maka pengusaha wajib memberikan 
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kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 

(2), uang penghargaan masa kerja l (satu) kali masa ketentuan pasal 156 ayat (3) 

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) pasal 167 ayat (5). 

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut­

turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengnn bukti yang sah dan 

telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus 

hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Kepada 

pekerjalbumh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai 

ketentuan pasal 156 ayat ( 4) dan diberik::m uang pisah yang besarnya dan 

pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan pernsahaan, atau 

pejanjian kerja bersama. 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh burnh/pekerja 

Buruh/pckerja berhak untuk memutuskan hubungan ke1ja dengan pihak 

pengusaha, karena pada prinsipnya buruh tidak boleh dipaksakan untuk terns­

menerus bekerja bilamana ia sendiri tidak menghendakinya. Dengan dernikian 

PHK oleh bumh ini yang aktif untuk meminta diputuskan lrnbungan ke1janya 

adalah dari bumh/kerja itu sendiri. 

Pekerja/bumh dapat mengajnkan pennohonan pemutusan hubungan kerja 

kepada lernbaga penyelesaian perselisihan hubungau industrial dalam hal 

pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 30 

a. Menganiaya. menghina secara kasar atau mengancam pekerjalburuh. 

b. Membujuk dan/atau menyumh peke1ja/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan pcraturan perundang-undangan. 

30Ibid, hlm. 101-102 
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c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan be1turut-turut atau lebih. 

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/burnh. 

e. Memerintahkan pekerjalburuh 1mtuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 

diperjanjikan, atau 

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekerjalburuh sedangkan pekerjaan tersebut tida.l.;: 

dicantmnkan pada perjanjian kerja pasal 169 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

Pemutusan hubtmgan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas, 

pekerja mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan ua.ng 

penggantian hale sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Peke1ja atau burub yang 

mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja 

dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) 

bulan dapat mengajnkan pcmutusan hubungan kerja dan diberikan pesan.gon 2 

( dua) kali sesuai ketcntuan pasal 156 ayat (2), uaug penghargaan masa ke1ja 2 

(dua) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3). dan uang pengganti hal 1 (satu) 

kali ketentuan pasal 156 ayat (4). 

Pekerja/burnh dapat mengakhiri hubungan kerja dengan mclakukan 

pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa perln meminta penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan lmbungan industrial, dan kepada buruh 

/pekerja yang bersangkutan memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan 

pasal 156 ayat ( 4 ). Baf=,ri peke1jalburuh yang mengundurkan diri atas kemauan 
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sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara 

langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 

( 4) diberikan uang pisah yang besamya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian 

kerja bersama. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud 

diatas harus memenuhi syarat: 

a. Mengajukan pennohonan pengunduran diri secara tertulis selambat­

Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 

b. Tidak terikat dalam ikatan dinas, atau 

c. Tetap melaks:makan kew~jibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 

3. Hubangan ke1ja pl:tus demi lrnkum 

Selain pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, buruh/peke1ja, 

hubungan kerja juga dapat putus/berakhir demi huk."Um, artinya hubungan kerja 

tersebut hams putus dengan sendirinya dan kepada buruh/peke1ja, pengusaha 

tidak perlu mcndapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang 

sebagaimana diatur dalam pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai 

berikut: 

a. Pekerja/bumh masih dalam masa percobaan kerja, bila mana telah 

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. 

b. Peke~ja/burnh rnengajuka.'1 pe1mintaan pengunduran di.J.i, secara tertulis atas 

kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari 

pengusaha, bernkhirnya hubtmgan kerja sesum dengan perjanjian ke1ja 

waktu tertentu untuk pertama kali. 
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c. Peke1ja/bwuh mencapa1 usia pensmn sesuai ketetapan dalam perjanjian 

kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan atau 

d. Pekerja/buruh meninggal dunia. 

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan 

Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah 

pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang 

bersangkutan (majikan/buruh) berdasarkan alasan penting. Dalam Pasal 1603 v 

KUH Perdata disebutkan tiap pihak (buruh/majikan) setiap waktu, juga sebelurn 

pekerjaan dimulai berwenar~g berdasarkan alasan penting mengajukan pennintaan 

te1iulis kepada pengadilan di tempat kediamannya yang sebenamya untuk 

k . . k . 11 menyata an perJaman 'erJa putus.· 

Alasan penting adalah disarnping alasan mendesak juga karena pernbaban 

keadaan pribadi atau kekayaan pemoi10n atau pembahan keadaan di mana 

pekerjaan yang dilakukan sedemikian rnpa sifatnya, sehingga adalah layak untuk 

memutuskan hubungan kerja. Pernutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 

pengadi1an atas penniEtaan pihak majikan tidak memerlukan izin dari P4D atau 

P4P (Panitia penyelesaian perselisihan daerah/pusat). Demikian juga haluya 

dengan pemutusc>.;1 hubungan ke1ja yan dilakukan oleh Balai Hai.ta Pening:galan 

untuk kepentingan nwj ikan ynng dinyatakan pailir dan pemutusan hubngan ke1ja 

yang dilakukan olch perwakilan Indonesia di luar negeri untuk kepentingan 

pengusaha kapal. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak ada upaya 

untnk melawan atau menolaknya, kecuali jika Jaksa Agung memandang perlu 

31KUH perdataOp.Cit. Pasal 1603 v. 
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untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap putusan itu, yang semata-mata 

demi kepentingan undang-undang. 

2.1.5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 

PHK merupakan singkatan dari Pernutusan Hubungan Kerja, yaitu suatu 

tindakan mengakhiri hubungan ke1:ja antara buruh dengan pengusaha yang 

disebabkan sesuatu hal dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 

.151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha, 

peke1ja/bumh, scrikat pekerja/serikat burnh. dan pemerintah dengan segala upaya 

harus mengusahakan agar Jangan te1jadi pemutusan hubungan ke1ja. 

pekerjafoumh, serikat pekerja/serikat bumh, dan pemerintah dengan segala upaya 

harus rnengusahakan agar jangan terjadi pemutusan lmbungan kerja. 

Jadi PHK adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh pengusaJia karena 

suatu keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai bnruh kita tidak boleh takut 

dengan kata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yang terpenting dan perlu 

dipersiapkan adalah pengetalman kita tentang ketentuan PHK yang diatur da.lam 

Undang-Undang No. 13 talmn 2003. Sehingga bila snah1 hari kita di PHK kita 

tidak akan ditipu atau dibohongi oleh pengusaha.32 

Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja: 

1. Karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat 

Pasal 158 ayat (1) berblmyi. "Pengusaha dapat memutuskan hubung&ri 

kerj a terhadap pekerja/burnh dengan alasan peke1ja/buruh telah melakukan 

kesalahan berat sebagai berikut: 

32http :/ /kartonmedi a. blo gs pot. com/2013/0 51 macam-macam-penyeba b-phk-menurul­
utt html , Diakses tanggal 2 September 2014 pukul 13:00 Wib. 
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a) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik perusahaan. 

b) Mem berikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan. 

c) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

rnengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja. 

d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 

e) .tvfonyerang, menganiaya. mengancam, atau mengintimidasi teman seke1ja 

atau pengusaha di Iingkungan kerja. 

f) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang beitentangan dengan peraturan pernndang-undangan. 

g) Dengan ceroboh atau sengaja memsak atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik pemsahaan yang menfrnbulkan kerngian bagi 

pemsahaan. 

h) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusalia 

dalam keadaan bahaya·di tempat kerja. 

i) Membongkar atau membocorkan rahasia pemsahaan yang selrnrnsnva 

dirahasiakan kecuali untuk kepcntingan Negara, 

j) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan pernsahaan yang diancam 

pidana penjara 5 Oima) tahun atau lebih. 

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dengan ayat l (satu) hams 

didu1."ung bukii sebagai berikut : 

1) Pekerja/bmuh tertangkap tangan: 
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2) Ada pengakuan dari pekerja/bumh yang bersangkutan; 

3) Bukti lain bempa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 

2 ( dua) orang saksi. 

2 . Karena ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana 

Pasal 160 ayat (3) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/burnh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat 

melakukan pekerjaan". 

Selanjutnya dalam ayat (5) di sebutkan "Dalam hal pengadilan memutuskan 

perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja/burnh dinyatakan 

bersalah, maka pengusaha dapat rnelakukan pemutusan hubungan kerja". 

3. Karena melakukan pelanggaran Perjanj ian Kerja Bersama (PKB) 

Pasal 161 ayat (l) menyebutkan, "Dalam ha! pekerja/buruh melakukan 

pelanggaran ketenhian yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturai1 perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama. pengusaha dapat melakukan pemutusan lrnbun gan 

kerja setelah kepada pekcrja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peri.ngatan 

pertama, kedua, dan ketiga secara bcm1rnt-turut." 

4. Karena pekerja rnengundurkan diri 

Pasal 162 ayat (1) menyebutkan, "Pekerjafournh mengundurkan diii atns 

kemauan scndiri, memperoleh nang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156. 

5. Karena terjadi perubahan status pemsahaan dan bumh tidak bersedia 

melanjutkan hubungan kerja. 

Pasal 163 ayat (1) rnenyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap peke1ja/buruh dalam hat te1jadi perubahan statm, 
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penggabungan, peleburan, atau pembahan kepemilikan pemsahaan dan 

pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 

6. Karena terjadi perubahan status perusahaan dan pengusaha tidak bersedia 

menerima pekerja/buruh di pernsahaannya. 

Kasus ini mempakan kebalikan dari kasus nomor 5 diatas yaitu masalah 

pembahan status perusahaan, tetapi bedanya disini yang tidak bersedia 

melanjutkan lmbungan kerja adalah pengusaha bukan peke1ja/buruh. 

Pasal 163 ayat (2) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, 

atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia mene1ima pekerja/buruh 

di perusahaannya. 

7. Karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus selama 2 

( dua) talnm. 

Pasal 164 ayat (1) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusalrnan tutup yang disebabk::m 

perusahaan mengalami kerngian secara terns menerus selama 2 (dua) tahun , atau 

keadaan memaksa (f.._0rce majeur). 

Kerugian perusahaan yang dimaksud ayat 1 (satu) harus dibuktikan dengan 

laporan keuangan 2 ( dua) tahll11 terakhir yang tel ah diaudit cleh akuntan publik. 

8. Karena Pernsahaan melakukan efisiensi . 

Pasal 164 ayat (3) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan peinutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/burub karena perusahaan tutup bukan karena 

mengalarni kerngian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan 

memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. 
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9. Karena Perusahaan Pailit. 

Pasal 165 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh kareana perusahaan pailit. 

10. Karena pekerja/buruh meninggal dunia. 

Pasal 166 menyebutkan "Dalam hal hubungan kerja berakhir karena 

pekerja/buruh rneninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang." 

11. Karena memasuki usia pensiun. 

Pasal 167 ayat (1) menyebutkan. "Pengusaha dapat melakukan pcmutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun. 

12 Karena pekerja/buruh ma11gkir sclama 5 hari berturut-tumt. 

Pasal 168 ayat (1) mcnyebutkan, "Pekerja/bumh yang mangkir selama 5 

(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang: 

dilengkapi dengan bukii yang sah clan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali 

secara patut dan te11ulis dapat diputus hubnngan kerjanya karena di_kuahfikasikrm 

mengundurkan diri." 

Ayat (2 ) menyebutkan, "Keterangan tertulis dengan bukti yr.ng sab 

sebag<drnana dirnaksud dcngan ayat (1) harus diserahkan paling lambat padr! hari 

pe11ama pekerja/buruh masuk kerja. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam ha1 kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu, 

Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahaan yaitu 

membahas bagaimana Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada 

Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn serta Dasar 

Pertimbangan Hakim Sehingga Lahirnya Putusan pada Peradilan Hubungan 

Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn 

2.3 Hipotcsis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dilmktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup 

data m1tuk membuktikannya. 

Dalam sistern bcrpikir yang teratur, maka h.ipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyidi.kan suatu penulisan skiipsi jika ingin mendapat suat11 

kebeuarnn yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih hams dibuktikan kebenarnn atau 

kesalahannya, atau bcmpa pcmecahan masalah untuk sementara waktu. 33 Da!am 

hc.l ini penu!is jag.a akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam 

pcnnasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

I. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa Akibat Hukum Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Pada Pernsahan dalam Putnsan No. 63/ Pdt.Sus-

PHI/2016/PN.Mdn adalah bahwa berlandaskan Pasal-pasal dari Undang -

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-1mdang 

33Samsul Arifin, "Metode Penu/isan Karya llmiah dan Penelitian Hukwn '', Medan Area 
Universiti Press, 2012, him. 38. 
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Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, serta peraturan Iain yang bersangkutan bahwa telah timbul 

akibat hukum sesuai yang diputus oleh hakim menyatakan hubungan kerja 

antara Penggugat dengan Tergugat telah putus setelah putusan dibacakan, 

dan menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat. 

2. Berdasarkan nunusan masalah kedua bahwa Dasar Pertimbangan Hakim 

Sehingga Lahimya Putusan Pada Peradilan Hubungan Industrial Medan 

No. 63/ Pdt.Sns-PHI/2016/PN.Mdn adalah bahwa hakim menimbang 

da!am perkara ini telah dilakukan mediasi namun tidak berhasiL kemudian 

berdasarkan pembuktian bai.\ Bukti Penggugat maupun Bukti Tergugat 

beserta keterangan-saksi-saksi, dan bahwa dipersidangan Tergugat terbukti 

telah melanggar peraturan pernsahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan 

penelitian berarti suatu kegaiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan 

menganalisa sampai menyusun laporannya.34 Dengan menggunakan metode, 

seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah 

tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode 

membe1ikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajaii, 

memahami dan menganalisa pennasalahan yang dihadapi. 

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jcnis Pcnelitian 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara yuridis nonnatit' 

yaitu mernpakan data yang diperoleh langsung dari intansi terkait yaitu di 

Pengadilan Hubungan Industrial Medan di dalam peradilan umum Pengadilan 

Negeri Medan dan dari bahan perpustaka. 

Data dilihat da1i sumbernya meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer atau data dasar dalam penelitian in.i diperlukan untuk 

memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data 

mengenai putusan perkara perdata perselisihan hubungar1 kerja dengan 

No.63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, yang diperoleh atau yang bersumber 

langsung dari intansi terkait yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial 

34Cho!id Narbuko dan H. Abu Achmadi, M C'todo!ogi Penelirirm, (Jakarta : PT Bumi 
Aksara,2002), ha! l 
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Medan di dalam peradilan umum Pengadilan Negeri Medan yang 

merupakan Iokasi penelitian. 

b. Data sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh 

dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seper1i buku-

buku, artikeL serta peraturan pernndang-undangan yang berlaku, maupun 

sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan t1tjuan penelitian. 

3.1.2 Sifat Penelifom 

Si fat penelitian ini diana)jsis secara kual.itatif sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas dengan pokok pennasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang 

diproleh dari responden atau infonnasi menghasilkan data deskriptif analisis 

sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Hubm1gan Indust.Iial Medan di 

dalam peradilan umum Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil 

vutusan dengan kasus vang terkait vaitu kasus perselisihan hubungan industrial ... - - ...... - .. ...... . 

Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 . Ada pun waktu penelitian 

tersebut yaitu: 
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No Perihal Penelitian Hari Tanggal dan waktu Tempat 
Penelitian Dilaksanakanya 

Penelitian 
1. Pengambilan Putusan Kamis 27 Oktober 2016 Pengadilan Negeri 

pukul 10:00 Wib s/d pukul Medan 

12:00 Wib 

2. Melak:ukan riset Selasa 10 s/d Jumat 13 Pengadilan N egeri 

Januari 2017 Pukull 0:00 Medan 

Wib s/d pukul 12:00 Wib 

'.l. Penga1nbihu1 data Ka.mis 12 s/d Jumat 13 Pengadilan N egeri .J . 

terkait Putusan dalam Januari 2017 PukullO:OO Medan 

penelitian Wib s/d pukul 12:00 Wib 

4. Pengambilan surat Senin 16 Januari 2017 Pengadilan Negeri 

telah selesai PukuliO:OO Wib s/d pukul Medan 

riset/penelitian 12 :00 Wib 

Dalam penelitian diatas Penulis menganalisis hasil putusan, pengambilan 

data pada saat melakukan riset sebagai pembahasan tintuk melengkapi penulisan 

skripsi ini . 

3.2 Teknik Pengurnpulan Data 

Ada.pun teknik pengumpulan data ~ilakukan dengan earn observasi sebagai 

berikut: 

1. Penelitian keperpustakaan (Library research). Metode ini dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum. majalah hukum, jumal-jumal hukum, dan 
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juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum keperdataan 

khususnya tentang perindustrian. 

2. Penelitian Lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi penelitian 

langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan di da!am peradilan mnum 

Pengadilan Negeri Medan dengan mengan1bil putusan yang berlrnbung<m 

dengan judul sklipsi yaitu kasus tentang perselisihan hubungan industrial No. 

63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn 

3.3 AnaUsis Data 

Data sekunder dari bahan huh.rum primer disusun secara si stematis dan 

kemudian substansinya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mempcrolch 

gambaran tentang pokok pennasalahan. 

Sedangl(an data-data bempa teori yang diperoleh dikelompokkan scsuai 

dengan sub-bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif seh!ngga 

diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok pennasalahan. Dengan analisis 

kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau infonnasi me!1ghasilkan 

data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
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5.1 KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahan dalam 

Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn adaJah berlandaskan pada Pasal 

161 ayat (1), (2), (3), Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-undangNo. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahtm 2004 

tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan lain 

yang bersangkutan bahwa telah timbul akibat hukum sesuai yang diputus okh 

hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergngat telah 

berakhir setelah putusan dibacakan, dan menghukum Penggugat untuk 

membayar hak-hak Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp = Rp 

37.480,800,- (Tigapuluh Tujuh Juta Empat ratus Delapan puluh Ribu Delapai1 

Ratus Rupiah). 

2. Dasar Pertimbangan Hakim Sebingga Lahimya Putusan Pada Peradilan 

Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn adalah dimulai 

dengan mempertimbangkan su.rat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, 

kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah 

pihak melalui proses mediasi, temyata usaha perdamaian tidak berhasil (gagal). 

Kemudian berdasarkan pembuktian baik Bukti Penggugat mauptm Bu.1<ti 

Tergugat beserta keterangan saksi-saksi, dan dipersidangan Tergugat terbukti 

telah melanggar pasal 9 dalam peraturan pernsahan dan menolak mutasi. 
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Maka, sesuai Pasal 161 ayat (1),(2),(3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, burnh/pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh 

pengusaha karena buruh tersebut melakukan pelanggaran terhadap .peraturan 

pentsahaan, btrruh/peke1ja tersebut tetap memperoleh ha.1<:-haknya dari 

pengusaha. Oleh karena Majelis hakim dalam putusannya menggunakan teori 

kepastian hukum, tergugat berhak memperoleh hak-haknya yaitu uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai 

dengan ketentuan perhitungatmya yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (2 ), (3) 

dan ( 4), Undang-undang ketenagake1jaan No. 13 Tahun 2003. Dnn Maj cl is 

Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 

berak11ir sejak putusan dibacakan. 

5.2 SARAN 

1. Dalam hal ini, alangkah baiknya pihak PT. JAKARANA TAMA terlebih 

dahulu memberikan kepastian rnengenai status hukum pcke1ja/buruh, dan 

memberikan hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dapat terpenuhi . Dan ketika terjadi perselisihan, adanya komunikasi yarig 

baik dan keterbukaan antara pengusaha dan pekerja, rnaka besar kemungkinan 

para pihak dapat menemukan jalan keluar yang tepat. 

2. Diperlukan adanya pengawasan pihak pengadilan setelah diputuskannya 

perkara untuk mengontrol apakah putusan ini memberi pengaruh terhadap 

masing-masing pihak, baik pihak yang kalah maupun yang menang. Sehingga 

pengusaha dan buruh memperoleh hak dan kewajibannya. 
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